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BUPATI LUWU UTARA 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 27 TAHUN 2010 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lnstalasi Farmasi dan Perbekalan 
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian 
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten Luwu Utara {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 179); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 181). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSTALASI FARMASI DAN 
PERBEKALAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN LUWU UTARA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d_engan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah. Kabupaten Luwu Utara. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas 
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah lnstalasi 

Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

BAB If 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Unsur Organisasi 

Pasal2 

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Pelaksana Operasional; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

Baglan Kedua 

Bidang Tugas Unsur Organisasi 

Paragraf 1 

Kepala UPTD 

Pasal3 

(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 
operasional pengelolaan lnstalasi Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 
dan ketatausahaan. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal4 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelofaan 
administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah 

tangga dan surat menyurat; 
b. pengelolaan administrasi kepegawaian; 



c pengelolaan administrasi keuangan; 
d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

Paragraf3 

Pelaksana Operasional 

Pasal5 

(1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan membantu 
pelaksanaan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pelaksana Operasional mempunyai fungsi : 

a. memfasilitasi dan membantu penyusunan rencana kegiatan operasional lnstalasi 
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; 

b. pelaksanaan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan 
c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; 
d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

Paragraf 4 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal6 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 
sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala 
UPTD. 

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan 
beban kerja. 

-, (5) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB Ill 
TATAKERJA 

Baglan Kesatu 

Umum 

Pasal7 

(1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. 

(2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing. 

(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan 
fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya. 
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(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara 
teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Pehgaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman 
kepada ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Hal Mewakili 

Pasal9 

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat 
menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan kewenangannya. 

BABIV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal10 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

(2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh 
Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) 
Pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. 

(4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan 
kebijakan Kepala Dinas. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal11 

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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BABVI 

PENUTUP 

Pasal 12 
Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh 
Kepala Dinas. 

Pasal13 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 24 !fope11'ber 2010 

Diundangkan di Masamba 

padatanggal 20 !fopember 

KRETARIS DAERAH 
ATEN LUWU UT ARA, 

2010 

� 
ARI IN JUN EDI � 

SERITA DAERAH KASUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 27 

iELAH O\PE.RIKSA PA RAF 

1. Sekda '! 
2 Asisten HI I 
3. Kabag Orgamsas1 �- 
4 Kasubag l (I 

I ' _, 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 27 '!',\.BUN 2010 
TANGGAL 24 Nopeaber 2010 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) 
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA 

KEPALAUPTD 

KELOMPOK JABAT AN 
FUNGSIONAL SUB BAGIAN 

TATAUSAHA 

PELAKSANA OPERASIONAL 

BUPATI LUWU UTA 

TELAH DIPERlKSA � ARAF 
1. Sekda k::1;?' 
2. Asisten Ill 
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3. Kabag Organ1sas, 
I; 
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